EKSISTENSI KEKUASAAN RAKAI WATUKURA DYAH BALITUNG
(898-910 MASEHI)

Titi Surti Nastiti

1. Pengantar

Kekuasaan dapat didefinisikan sebagai hubung-
an seseorang atau kelompok yang dapat menentukan
tindakan seseorang atau kelompok lain agar sesuai
dengan tujuannya. Di samping itu ada beberapa pe-
ngertian lainnya yang erat hubungannya dengan ke-
kuasaan, vaitu otoritas (authority) atau wewenang
dan legitimasi (legitimacy) atau keabsahan. Dalam
pengertian ini, orang yang mempunyai wewenang
berhak mengeluarkan perintah dan membuat pera-
turan, serta berhak untuk mengharapkan kepatuhan
orang-orang terhadap peraturan-peraturan vang di-
keluarkan olehnya; sedangkan legitimasi adalah pem-
benaran untuk kekuasaan vaitu dengan keyakinan
masyarakat bahwa wewenang vang ada pada se-
seorang atau kelompok merupakan hal vang wajar,
dalam arti pelaksanaan wewenang itu sudah diterima
dan sesuai dengan peraturan-peraturan di dalam ma-
syarakat,

Berbicara soal wewenang, seorang sosiolog Jer-
man terkemuka, Max Weber (1864-1922) secara
teoretis membagi tiga macam bentuk wewenang,
vaitu wewenang tradisional, wewenang karismatik,
serta wewenang rasional-legal. (1) Wewenang tra-
disional ialah wewenang vang didasarkan pada ke-
percayaan yang terdapat dalam masyarakat bahwa
tradisi lama dan kedudukan kekuasaan vang dilandasi
oleh tradisi itu merupakan hal yang wajar dan patut
dihormati; (2) wewenang karismatik ialah wewenang
vang didasari oleh kepercayaan dalam masyarakat
pada kesaktian dan kekuatan mistik atau religius se-
orang pemimpin; serta (3) wewenang rasional-legal
ialah wewenang yang berlandaskan pada kepercaya-
an terhadap tatanan hukum rasional vang melandasi
kedudukan seorang pemimpin. Dalam hal ini yang
ditekankan bukan orangnya melainkan aturan-aturan
yang mendasari tingkah lakunya (Eindstadt 1968:46;
Budiardjo 1986: 14--5).
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Untuk mempertahankan kekuasaan yang sudah
menjelma menjadi bentuk wewenang dalam masya-
rakat Jawa Kuna, menurut B.J.O. Schrieke (1959: 9-
-16) ada empat bentuk legitimasi, vaitu: (1) cahaya
nurbuat atau pulung keraton; (2) raja sebagai in-
kamasi dewa tertentu; (3) kontinuitas; dan (4) per-
gantian kekuasaan dan keturunan melalui garis ketu-
runan wanita.

Berkenaan dengan kedudukan raja yvang men-
jadi pimpinan hierarki tertinggi suatu kerajaan, maka
dalam tulisan ini akan dikemukakan bagaimana se-
orang raja, yang dalam kasus ini ialah Rakai Watu-
kura Dyah Balitung (898-910 M.), dapat membe-
narkan kedudukannya sebagai raja dengan legitimasi
dan bagaimana ia menggunakan kekuasaan dan we-
wenangnya sehingga eksistensinya dapat diterima se-
cara menyeluruh di dalam masyarakat.

Selain itu apabila pandangan Weber mengenai
wewenang dikaitkan dengan wewenang raja pada
masa Jawa Kuna, maka ketiga bentuk wewenang itu
mencerminkan realitas wewenang pada masa itu.
Berdasarkan data prasasti dari masa pemerintahan
raja Dyah Balitung dapat diasumsikan bahwa ketiga
definisi wewenang vang oleh Weber dipisahkan se-
cara jelas, termnyata pada masa Jawa Kuna ketiga we-
wenang tersebut dapat dipakai oleh seorang raja se-
hingga merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak
terpisahkan satu dengan lainnya.

2. Eksistensi Kekuasaan dan Wewenang Rakai
Watukura Dyah Balitung

Pada masa pemerintahan Dyah Balitung, seperti
juga pada masa pemerintahan raja-raja pada kerajaan
Mataram Kuna, satuan wilayah terkecil disebut wa-
nua (setaraf dengan desa pada masa sekarang), dan
setiap wanua dipimpin oleh beberapa rama” (pejabat
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desa) yang mempunyai tugas atau tanggung jawab di
bidangnya masing-masing. Para rdma ini mempunyai
kedudukan sejajar yang dibuktikan dari persembahan
yang mereka terima pada saat upacara penetapan
sima®? mempunyai jumlah yang sama.

Keadaan lingkungan terutama yang berhubung-
an dengan pemenuhan kebutuhan hidup dengan me-
nyelenggarakan pertanian, membuat wanua-wanua
harus bekerjasama, terutama untuk mengatur pe-
ngairan sawah. Kerja sama ini memerlukan pimpinan
di atas tingkat wanua (Sedyawati 1994:265). Di an-
tara para rdma dari beberapa wanua vang beker-
jasama, yang disebut dengan istilah watak itu muncul
seorang pemimpin vang dikenal dengan rakai.® Se-
telah datang pengaruh Hindu maka rakai itu me-
ngambil gelar baru, yaitu mahdrdja. Kedudukan se-
bagai mahardja yang disahkan denga;l upacara ke-
agamaan menuntut peneguhan yang terus menerus,
baik dengan upacara keagamaan maupun kesenian
(Naerssen 1977: 37; Sedyawati 1994: 266). Mes-
kipun demikian, data prasasti memperlihatkan bahwa
pada abad ke-10 Masehi di Jawa belum terdapat ad-
ministrasi pemerintahan yang terpusat. Ada jarak
vang jelas antara pemerintah pusat yang mengambil
citra Hindu dengan pemerintahan desa yang ber-
dasarkan pemikiran asal Indonesia. Pemerintah pusat
cenderung membentuk hirarki dalam administrasi se-
dang pemerintah desa cenderung mengadakan pe-
merataan wewenang. Namun antara keduanya ter-
dapat keadaan saling bergantung; pusat membutuh-
kan keperluan hidupnya dari desa sedang desa mem-
butuhkan perlindungan dari pusat (De Casparis
1981; Sedvawati 1994: 267). Adanya saling keter-
gantungan antara pemerintah pusat dan desa dise-
butkan pula dalam kakawin Ramayana sarga 3.78
vang menuliskan bahwa antara raja dan rakyat harus
bekerjasama untuk saling menunjang satu sama lain.




Karena rakyat menghasilkan makanan vang diper-
lukan oleh pusat, maka pusat pun tidak boleh meng-
abaikan rakyat/petani di desa dari lima bahaya vang
mengancam mereka.?

Rakai Watukura Dyah Balitung yang menjadi
raja karena menikah dengan putri mahkota membuat
legitimasi untuk memperkuat kedudukannya dalam
- prasasti Mantyasih yang berangka tahun 829 Caka
(907 M.). Prasasti ini memperingati pemberian anu-
gerah sima kepada lima orang patih di daerah Man-
tyasih karena jasa-jasa mereka telah mempersembah-
kan kerja bakti pada waktu perkawinan raja, dengan
menjaga keamanan di Desa Kuning. Penduduk Desa
Kuning yang tidak pernah lalai dalam memper-
sembahkan kebaktian di Malangkucecwara, Putec-
wara, Kutusan, Silabhedecwara, dan Tulecwara, sela-
lu merasa ketakutan. Akan tetapi apa sebabnya me-
reka selalu ketakutan tidak dijelaskan dalam prasasti.
Menurut Boechari (1986: 168) jika dihubungkan
dengan isi prasasti Mantyasih yang menyebutkan ke-
lima patih di Mantyasih ditugaskan untuk menjaga
keamanan di jalan, maka dapat disimpulkan bahwa
ketakutan masyarakat Desa Kuning disebabkan ka-
rena perampokan, pembegalan, dan perkecuan.

Disebutkannya perkawinan raja di dalam pra-
sasti merupakan sesuatu yang tidak lazim, oleh kare-
na itu para pakar sejarah kuna Indonesia menduga
bahwa perkawinan itu sangat penting artinya bagi
Dyah Balitung. Mungkin tanpa perkawinan itu, Dyah
Balitung tidak pemah duduk di atas tahta kerajaan
Mataram (Sumadio 1984:137). Sehubungan dengan
hal tersebut, maka tidak perlu dipersoalkan lagi me-
ngapa Dyah Balitung yang dalam prasasti Mantyasih
bergelar Cri Mahéraja Rakai Watukura Dyah Balitung
Dharmmodaya Mah&gambhu membuat legitimasi di-
rinya sebagai pewaris tahta yang sah dengan menye-
butkan nama-nama leluhumya yang berkuasa di

Keraton Médang di Poh Pitu (rahyang ta rumuhun
ri mdang ri poh pitu) dimulai dengan Rakai Ma-
taram Sang Ratu Safijaya, Cri Mahéaraja Rakai Pa-
nangkaran, Cri Maharaja Rakai Panunggalan, Cr
Maharaja Rakai Warak, Cri Maharaja Rakai Garung,
Cri Maharaja Rakai Pikatan, Cri Mahardja Rakai
Kayuwangi, dan Cri Maharaja Rakai Watuhumalang
(Stutterheim 1927: 210). Bahwa prasasti Mantyasih
merupakan legitimasi dapat dibandingkan dengan isi
prasasti Wanua Tengah IIl yang berangka tahun 908
Caka (986 M.) yang hanya membuat daftar pe-
nguasa-penguasa vang berkaitan dengan perubahan
status sawah di Desa Wanua Tengah. Prasasti Man-
tyasih mencantumkan semua raja yang berdaulat
penuh atas seluruh wilayah kerajaan Mataram, se-
dangkan raja-raja yang tidak pernah berdaulat penuh
karena singkatnya masa pemerintahan miéreka seper-
ti Dyah Gula, Dyah Tagwas, Dyah Dewendra, dan
Dyah Bhadra yang dituliskan dalam prasasti Wanua
Tengah III, tidak disebutkan (Kusen 1994:20). '
Menurut Schrieke (1959), raja-raja yang menu-
liskan silsilah seperti Airlangga dalam prasasti Pu-
cangan yang berangka tahun 963 Caka (1141 M.)®
dan Raden Wijaya dalam prasasti Kudadu vang be-
rangka tahun 1216 Caka (1294 M.), sebenamya
tidak mempunyai hak atas tahta kerajaan. Prasasti
Mantyasih membuktikan kebenaran pendapat Schrie-
ke tersebut, karena seperti telah diutarakan sebelum-
nya bahwa dari isi prasasti Mantyasih diketahui Dyah
Balitung naik tahta karena perkawinannya dengan
putri mahkota. Selain itu dari prasasti Panunggalan
vang berangka tahun 818 Caka (896 M.)® diketahui
bahwa Dyah Balitung sebelum menikah, ia bergelar
haji atau raja vasal, dan bukan ¢ri mahéraja seperti
vang dituliskan dalam prasasti Mantyasih. Jika benar
Dyah Balitung adalah putra dari Watuhumalang, ma-
ka dapat disimpulkan bahwa Dyah Balitung itu hanya
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anak seorang haji, karena dalam prasasti Panung-
galan Rakai Watuhumalang bergelar haji. Gelar haji
ini dapat dilihat dari isi prasasti yang menyebutkan
bahwa Haji Rakai Watuhumalang memberi anugerah
kepada Dapunta di Kabikuan Panunggalan atas hak
perdikan daerah mereka. Satu hal lagi yang dapat
dijfadikan asumsi bahwa Balitung naik tahta karena
perkawinan vaitu dari salah satu gelarnya yang me-
makai kata dharmma. Menurut R.M.Ng. Poerba-
tjaraka (1930: 171-83), raja yang menggunakan
gelar dharmma adalah raja yang naik tahta karena
perKawinan. Dari semua prasastinya dapat diketahui
bahwa Dyah Balitung yang mempunyai empat gelar,
vaitu Rakai Watukura Dyah Balitung Cri Dharmmo-
daya Mahacambhu, Rakai Watukura Dyah Balitung
Cri Igwarakecawamarotungga, Rakai Watukura Dyah
Balitung Cri Icwarakecawatungga, dan Janardano-
tungga Dyah Balitung (Nastiti, Richadiana Karta-
kusuma, dan Dyah Wijaya Dewi 1982: 3). Gelar ra-
kai Dyah Balitung menunjukkan bahwa ia seorang
pangeran dari Kedu Selatan, yaitu dari daerah Watu-
kura. Sampai saat ini nama dan letak Watukura tidak
mengalami perubahan, yaitu di tepi Sungai Bogo-
wonto, Purwodadi, Kabupaten Purworejo, Jawa Te-
ngah (Poerbatjaraka 1933: 514--20).

Temnyata konsep legitimasi yang dikemukakan
Schrieke itu bukan hanya sebagai pelengkap bagi se-
orang raja untuk tampil memiliki atau mempunyai ke-
kuasaan, tetapi seorang calon raja bagi masyarakat
Jawa Kuna memerlukan legitimasi itu sebagai awal
dari upayanya untuk mendapatkan kekuasaan.

Untuk membuktikan bahwa ia memang pantas
dan berhak memiliki kekuasaan, maka Dyah Balitung
memperluas wilayahnya dengan mengadakan eks-
pansi ke daerah-daerah lain, terutama ke Jawa Timur
seperti yang ditunjukkan dalam prasasti Kubu-kubu
yang berangka tahun 827 Caka (905 M.). Isi prasasti
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ini memperingati pemberian anugerah raja Balitung
kepada Rakryan Hujung Dyah Mangarak dan Ra-
kryan Matuha Rakai Majawuntan berupa sebidang
tanah tegalan di Desa Kubu-kubu yang dijadikan si-
ma. Adapun sebabnya kedua orang itu mendapat
anugerah raja ialah karena mereka telah berhasil me-
nyerang dan mengalahkan Bantan.” Anugerah ter-
sebut berupa hak bebas pajak bagi Desa Kubu-kubu
menjadi sima dan oleh karenanya petugas pajak di-
larang beroperasi di desa itu; hak untuk mengenakan
dan menerima denda-denda atas pelanggaran dan
kejahatan yang terjadi di daerah Kubu-kubu; serta
hak untuk menarik pajak dari para pengusaha dan
para pedagang vyang ada di Desa Kubu-kubu (Wi-
bowo 1976: 71--2). .
Selama dua belas tahun masa pemerintahannya,
Dyah Balitung dibantu oleh dua puluh-orang pejabat
tinggi di tingkat pusat yang dibagi dalam dua jenjang.
Pejabat jenjang pertama adalah rakryan maha-
mantri/mapatih i hino (putra mahkota)., rakryan
mahamantri/ mapatih i halu, rakryan mahaman-
tri/mapatih i sirikan, rakrydn mahamantri/mapatih
i wka, dan seorang pejabat keagamaan yang ber-
gelar samgat tiruan. Kecuali samgat tiruan, biasa-
nya mereka adalah putra-putra raja. Hal ini sesuai
dengan berita Cina pada masa dinasti Song (960—
1279 M.) yang menyebutkan bahwa ada tiga orang
putra raja yang bertindak sebagai raja muda (Boe-
chari 1965: 55-84). Pejabat jenjang kedua adalah
rakai pagarwési, rakai kanuruhan, samgat moma-
humah, rakai halaran, rakai palarhyang, samgat
dalinan, rakai wlahan, samgat manghuri, pangkur,
tawan, tirip, angin-angin, samgat wadihati, dan
samgat makudur (Soesanti 1986: 306). Mengenai
tugas dan kewajiban mereka belum semuanya dike-
tahui. Khusus mengenai samgat momahumah, De

Casparis berpendapat bahwa pejabat ini bertugas se-



bagai sekretaris pribadi raja (1981: 36), vang
kemudian dalam tulisan selanjutnya (1986:16) ia
menambahkan bahwa rakryan atau samgat. moma-
humah adalah jabatan tambahan pada masa peme-
rintahan raja Sindok (829--48 M.). Sebenamya ja-
batan ini telah ada sejak masa pemerintahan Dyah
Balitung, dan tugasnya tidak selalu sama dalam setiap
pemerintahan. Pada masa Dyah Balitung, samgat
momahumah bertugas sebagai pelaksana perintah
raja (Tejowasono 1981:46). Pada masa pemerin-
tahan Sindok, pelaksana perintah raja ialah rakryan
kanuruhan, sedangkan rakrydn momahumah se-
perti telah disebutkan adalah sekretaris raja.

Dari realitas tersebut, kembali Dyah Balitung
melakukan penekanan perlunya pelaksanaan wewe-
nang dengan memperhatikan mekanisme birokrasi
vang bersifat tradisional yang telah lama berjalan.
Tidak hanya itu, Dyah Balitung juga melaksanakan
oleh apa yang disebut Weber sebagai wewenang ra-
sional-legal yang dibuktikan dengan menerapkan hu-
kum bagi tindak pidana. Di dalam masyarakat Jawa
Kuna tindak pidana tersebut dikenal dengan astada-
gawyawahdra, vaitu 18 jenis kejahatan yang disebut
dalam naskah Parwwddhigama yang meliputi tan
kasahuraning pihutang (tidak membayar utang), tan
kawehaning patuwdwa (tidak membayar uang ja-
minan), adwal tan drwya (menjual milik orang lain),
tan kaduman ulihing kinabehan (tidak kebagian
hasil kerja), karuddhaning huwus winehakén (minta
kembali apa yang telah diberikan), tan kawehaning
upahan (tidak memberi upah), adwa ring samaya
(ingkar janji), alarambéknyan pamélinya (pembatal-
an transaksi jual beli), wiwddaning pinangwakén
mwang mangwan (persengketaan antara pemilik
ternak dan penggembalanya), kahucapaning watés
(persengketaan mengenai batas tanah), dandaning
saharsa wékparusya (hukuman atas penghinaan dan

makian), pawrttining maling (pencurian), ulah sa-
hasa (tindak kekerasan), ulah tan yogya ring laki
stri (perbuatan tidak pantas terhadap suami-istri), ka-
dumaning drwya (pembagian warisan), totohan pra-
ni dan totohan tan prani (taruhan dan perjudian)
(Van Naerssen 1941: 357--76; Boechari 1986: 160-
-1).

Di dalam prasasti denda atas tindak pidana ini
disebut sukha duhkha. Adapun jenis sukha duhkha
dari segala macam perbuatan jahat disebut dalam
prasasti ialah mayang tan pawwah (mayang yang
tidak menjadi buah), walt rumambat ning natar (la-
bu merambat di halaman), wipati atau katiban iuang—
kay kabtnan (kejatuhan bangkai yang terkena em-
bun), rah kasawur ning natar atau ning hawdn (da-
rah yang berhambur di halaman atau di jalan),
dahilatén (menuduh), hidu kasirat (meludahi), sa-
hasa (menganiyaya), hastacapala (memukul), wak-
capala (memaki), mamijilakén wuri ning kikir (me-
ngeluarkan senjata tajam), mamuk capala (menga-
muk, mamumpang (melakukan tindakan kekerasan
terhadap wanita), ladan,® tatan,? angga pra-
tiangga’” (bunuh membunuh), danda kudanda (pu-
kul memukul).

Selain itu Dyah Balitung juga memperhatikan
keinginan dan protes rakyat, dalam hal ini menyang-
kut petugas pajak yang berusaha memungut lebih ba-
nyak dari yang semestinya dibayar oleh penduduk
untuk kepentingan diri sendiri. Sebagai contoh dapat
dilihat dari prasasti Luftan yang berangka tahun 823
Caka (901 M.) yang isinya berkenaan dengan protes
penduduk Desa Luftan yang termasuk wilayah Ka-
pung kepada Rakryan Mapatih i Hino. Mereka me-
rasa keberatan atas pajak yang dibebankan kepada
mereka karena luas tanah yang diukur oleh pejabat
kerajaan lebih luas daripada luas tanahnya, sehingga
mereka diharuskan mempunyai 6 katik!’. Setelah
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menerima pengaduan ini, Rakryan Mapatih i Hino
dan Rakryan i Pagarwsi memerintahkan sang wa-
huta hyang kudur'? dan pembantu Rakryan i
Pagarwsi mengukur kembali sawah mereka. Ternyata
sawah penduduk Desa Luitan memang hanya 1
lamwit dan 7 tampah’ dan dengan tanah seluas itu
mereka diwajibkan mempunyai 4 katik. Rupanya,
pejabat di wilayah Kapung sebelumnya mengukur
sawah penduduk Desa Luftan dengan ukuran tam-
pah vang lebih kecil, sehingga setiap 1 tampah-nya
dihitung 1,5 tampah, yang berarti hanya 2/3 dari
ukuran tampah standard (Nastiti, Richadiana Karta-
kusuma, dan Dyah Wijaya Dewi 1982: 12; 29).
Kasus serupa ditemukan pula dalam prasasti Pa-
lépangan yang berangka tahun 828 Caka (906 M.)
yang menyebutkan para petugas pajak mendatangi
Desa Palépangan untuk mengukur luas tanah pendu-
duk vang katanya seluas 2 lamwit sehingga pen-
duduk wajib membayar pajak sebesar 6 dharana
20 tampah).
Penduduk Desa Palépangan merasa keberatan ka-

perak tiap tampah-nya (1 lamwit =

rena merasa tanahnya tidak seluas itu. Oleh karena
itu mereka mengadu kepada Rakryan Mapatih i Hino
Pu Daksottama dan memohon agar tanahnya diukur
kembali dengan ukuran tampah haji, yaitu tampah
standard kerajaan. Dengan adanya pengaduan ter-
sebut maka diadakan pengukuran ulang, ternyata lu-
as tanah mereka hanya 1 lamwit dan 7,5 tampah
dan pajak yang harus dibayar adalah 5 katik dan 5
dharana perak (Sarkar 1939: 124--30; Boechari dan
A.S. Wibowo 1985/1986: 125-6).

Masalah lainnya yang juga merupakan protes
atau pengaduan rakyat kepada raja ditemukan pada
prasasti Kinewu yang berangka tahun 829 Caka
(907 M.). Isi prasasti ini menyebutkan tentang per-
mohonan para rdma di Kinewu kepada Cri Maharaja
Rake Watukura Dyah Balitung Cri Icwarakecawa,
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agar sawah mereka diperluas karena dengan sawah
seluas 6 lamwit dan 3 tampah mereka tidak dapat
mempunyai 28 katik serta menyerahkan gawai’¥
sebanyak 8 mdsa. Adapun orang yang menyampai-
kan permohonan mereka kepada raja ialah Samgat
Momahumah i Mamrata Pu Uttara, pratyaya’ di
Randaman yang bernama Rake Hamparan dan Pu
Watabwang, serta Pu Dumba. Permohonan mereka
itu dikabulkan, dan diputuskan oleh raja bahwa luas
tanah sawah mereka itu hanya 6 lamwit, dan harus
mempunvai katik 12 orang, serta berkewajiban me-
nyerahkan gawai 6 mdsa. Keluarnya keputusan itu
disaksikan oleh semua para petugas pemungut pajak
di tingkat pusat (Brandes 1913: 34).

Sangat menarik perhatian adalah dengan dise-
butkannya bahwa sebelumnya mereka telah meng-
hadap kepada penguasa wilayah Randaman, vaitu
Rakryan i Randaman Pu Wama dan telah membayar
biaya 3 kati dan 1 suwarna mas pagéh’®, seekor
kerbau, dan 1 suwarna mas, ditambah 2 suwarna
mas untuk sang Juru. Tetapi sebelum permohonan
mereka dikabulkan Rakryan Randaman meninggal
dan dicandikan di Tambla. Oleh karena itu mereka
menghadap raja dengan membayar 5 kdti untuk Cri
Mahéaraja, Rakryan Mahamantri, [Rakai] Wungkal
Tihang, [Rakai] Wka, [Rakai] Sirikan, [Rakai] Kalung
Warak, dan [Rakai] Tiru Ranu (Brandes 1913: 34).
Atas dasar kejadian tersebut dapat disimpulkan bah-
wa untuk memperkarakan sesuatu dibutuhkan biaya
vang tidak sedikit. Biaya tersebut diberikan kepada
pejabat di tingkat daerah dan pejabat di tingkat pusat
yang termasuk wilayah Bawang menjadi sima yang
bebas pajak.

Untuk kesejahteraan masyarakat, Dyah Balitung
juga memperhatikan sarana transportasi, baik jalur
darat maupun jalur sungai. Sarana transportasi jalur
darat yaitu dengan dibuatkannya jalan-jalan. Adanya




jalan sebagai sarana transportasi dapat dilihat dalam
prasasti Kaladi yang berangka tahun 831 Caka (909
M.) dan prasasti Mantyasih. Adanya sarana trans-
portasi jalur sungai antara lain ditulis dalam prasasti
Télang yang berangka tahun 825 Caka (903 M.) me-
nyebutkan adanya tempat tambangan bagi perahu
vang menghubungkan kedua tepinya menaikkan atau
menurunkan barang dan penumpang setiap hari tan-
pa dipungut biaya karena Desa Télang, Desa Mahe,
dan Desa Paparahuan telah dijadikan sima (Stut-
terheim 1934: 285--6). Sungai yang disebutkan da-
lam prasasti Télang ialah sungai Bengawan Solo,
Desa Paparahuan diidentifikasikan dengan Dukuh
Praon yang terletak di sebelah barat Gunung Gandul,
Surakarta, sedangkan Télang oleh Mangkunegara VII
diidentifikasikan dengan Desa Teleng, Kecamatan
Manyar sekarang (Stutterheim 1934: 283). Selain
itu, dengan adanya jabatan hulu wwatan vaitu pe-
jabat desa yang mengurusi jembatan menunjukkan
bahwa jembatan merupakan prasarana penting untuk
transportasi. Jembatan-jembatan inilah yang meng-
hubungkan desa satu dengan desa lainnya, atau kota
satu dengan kota lainnya. Pentingnya jembatan se-
bagai prasarana, dapat dilihat pada relief Candi Bo-
robudur seri IV.46 yang menggambarkan orang-
orang sedang membuat jembatan bambu. Prasarana
lainnya yang sangat menunjang kelancaran hubung-
an antar desa maupun antar kota adalah keamanan
di jalan.

Secara keseluruhan pemerintahan Dyah Bali-
tung selama dua belas tahun berlangsung aman, ke-
cuali adanya kerusuhan di Desa Kuning di sekitar
Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing vang berupa
perampokan, pembegalan, dan perkecuan. Menurut
pendapat Boechari (1986: 174), perampokan biasa-
nya merajalela di daerah-daerah terpencil, di daerah
perbukitan, di daerah perhutanan atau di daerah

muara sungai yang berdelta, lebih-lebih kalau di dae-
rah-daerah itu terdapat jalan perdagangan. Kondisi
vang demikian sesuai dengan apa yang dituliskan da-
lam prasasti Mantyasih. Desa Kuning terletak di le-
reng Gunung Sindoro atau Sumbing, dan di daerah
itu agaknya sejak dahulu ada jalan di "celah Kledung"
vang menghubungkan dataran Kedu dengan Wono-
sobo, jika melalui Garung dan pegunungan Dieng da-
pat terus ke pantai utara di daerah Pekalongan; atau
jlka melalui Banjamegara masuk daerah Banyumas
terus ke Galuh.

Kasus perampokan dan pembegalan yang me-
nyebabkan penduduk ketakutan dituliskan pula dalam
prasasti Kaladi. Pembegalan terjadi baik siang mau-
pun malam terhadap para pedagang dan para nela-
van yang melalui hutan Aranan yang memisahkan
Desa Gayam dan Desa Pyapya. Para pembegal yang
berasal dari Mariwung, jika telah melakukan peram-
pokan menghilang masuk ke hutan Aranan; Oleh ka-
rena itu diputuskan, hutan Aranan dijadikan sawah
agar penduduk Desa Gayam, Desa Pyapya tidak me-
rasa takut lagi. Selain itu karena adanya kasus terse-
but maka Cri Maharaja Rake Watukura Dyah Ba-
litung menganugerahkan tanah di Desa Gayam, Desa
Pyapya, dan Desa Kaladi (Boechari dan A.S. Wibowo
1985/1986: 148).

Dari isi prasasti Kaladi, dapat dilihat bahwa jika
di dalam masyarakat terdapat tindak kejahatan, baik
vang berupa pembegalan maupun perampokan, ma-
ka para pejabat desa dan petinggi kerajaan tidak ting-
gal diam. Mereka berusaha menyelesaikan masalah
tersebut, sehingga rakyat merasa aman dan terlin-
dung dari kejahatan.

Masalah yang sebenamya serius yang dihadapi
Dyah Balitung ialah adanya intrik-intrik yang terjadi
di lingkungan istana (Sumadio 1984: 144). Masalah
intrik-intrik itulah yang rupa-rupanya merupakan ke-
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lemahan Dyah Balitung vang agaknya terlalu besar
perhatiannya terhadap aspek eksternal (di luar is-
tana), tetapi masalah-masalah yang terjadi di dalam
istana luput dari perhatiannya. Intrik-intrik itu me-
mang persoalan sepele jika hanya didengar sebagai
isu atau gosip. Akan tetapi intrik dapat menjadi per-
soalan besar jika ternyata kemudian mengancam ke-
dudukan seorang raja, yang kejatuhannya termakan
atau merupakan produk dari intrik.

4. Penutup

Dari uraian di muka, nampaknya eksistensi ke-
kuasaan dan wewenang Dyah Balitung telah berhasil
secara utuh menggabungkan berbagai aspek lainnya
dari wewenang yang diembannya secara bersamaan,
vaitu melaksanakan wewenang tradisional, Kkaris-
matik, dan rasional-legal secara sekaligus sebagai ba-
gian yang utuh, dan tidak terpisah satu sama lain.

Di sini dapat dievaluasi dengan apa yang dimak

sud oleh Weber mengenai berbagai jenis wewenang.
Evaluasi pertama, termyata wewenang seorang pe-
nguasa tidak harus terpisah atau mengalami gradasi
tertentu, misalnya setelah memperoleh wewenang
tradisional, kemudian karismatik, dan sesudah itu
baru rasional-legal. Dapat saja pelaksanaan wewe-
nang dilakukan secara khusus tersendiri, tanpa mem-
perhatikan gradasi tingkatan Weber itu. Evaluasi ke-
dua, pelaksanaan wewenang itu ternyata dapat dila-
kukan secara menyeluruh dengan utuh, tanpa di-
pisahkan satu aspek wewenang dengan aspek lain-
nya.

Akhimya apa vang dilakukan Dyah Balitung
selama masa pemerintahannya, juga memberikan arti
bahwa pembahasan mengenai aspek wewenang juga
berkaitan dengan aspek legitimasi. Dengan demikian
konsep vang dikemukakan oleh Weber maupun
Schrieke saling berkait satu sama lain, dan tidak da-
pat dipisahkan, keduanya merupakan pencerminan
dari aktualitas kekuasaan seorang penguasa/raja.




1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

Catatan:

Menurut Van Naerssen (1977: 37) setiap wanua dipimpin oleh seorang réma atau tuha. Pernyataan tersebut
dibantah oleh Sedyawati (1994: 265).. yang menyebutkan bahwa dari data prasasti justru menunjukkan adanya be-
berapa rdma dalam satu wanua tanpa ada satu pun yang dinyatakan sebagai pucuk pimpinan. .

Sima jalah daerah yang dianugerahkan raja sebagai daerah perdikan kepada seorang pejabat atau penduduk desa
yang telah berjasa kepada kerajaan. Atau daerah perdikan untuk kepentingan suatu bangunan suci.

Van Naerssen menyebutkan raka yang berarti kakak. Tapi istilah raka tidak pernah ditemukan dalam prasasti, yang
ada adalah rakai, rake, rakryan, rakarayan. Menurut Boechari (1976: 4) istilah rakai i atau rakryan i_ialah akronim
atau kependekan dari rakarayén i yang lazim ditemukan dalam prasasti-prasasti Jawa Kuna. Ul

Dalam teks ditulis sebagai berikut (Santoso 1980, 1:86): lkang thani pritinubhaya guna ning bhapati lana, ya
sangka nyang bhogdn hana pakéna ning réjya ya tuwi, asing sénaluh nyékana ta tulungén haywa huménéng,
lima lwir ning saksat bhaya téka. rikang pora ya padém. (= Petani dan raja harus selalu berusaha untuk kepuasan
keduanya, sebab mereka itu [yang memenuhi] kebutuhan pokok yang: diperlukan di kota, apa pun keluhan mereka,
tolong jangan dibiarkan, ada lima macam bahaya yang benar-benar datang kepada rakyat yang harus dilenyapkan).

Prasasti Pucangan berupa prasasti batu yang dipahatkan pada kedua sisinya. Satu sisi ditulis dalam bahasa Sansekerta
yang isinya menyebutkan silsilah Airlangga dan sisi lainnya ditulis dalam bahasa Jawa Kuna yang isinya menyebutkan
pada tahun 963 Caka (1041 M.) Airlangga menetapkan daerah Pucangan, Barahém, dan Bapuri dijadikan sima untuk
kepentingan sebuah pertapaan para resi (dharmma karsyan) yang didirikan oleh Airlangga ketika ia dan hambanya
yang setia bernama Narottama melarikan diri ke hutan dari kejaran raja Wurawari dari Lwaram.

Angka tahun yang tertulis dalam prasasti adalah 808 Caka, tetapi tidak cocok dengan unsur-unsur penanggalan
lainnya, oleh karena itu dikoreksi oleh L.Ch. Damais bahwa angka tahun prasasti Panunggalan seharusnya tahun 818
Caka (Damais 1955: EEI 4: 168-9).

Sampai saat ini masih belum jelas dimana letak daerah Bantan yang dituliskan dalam prasasti Kubu-kubu. Abu Sidik
Wibowo (1976: 29-75) mengidentifikasikan Bantan dengan Bali. Menurut Wibowo vang mengacu pada L.Ch.
Damais, bantan atau bantén adalah bentuk halus (krama) dari kata Bali. Selain itu, lanjut Wibowo, nama jabatan
seperti réke dan kulapati adalah nama-nama yang biasa ditemukan dalam prasasti Bali. Demikian pula nama desa-
desa tpi siring (desa-desa yang berbatasan dengan Desa Kubu-kubu) yang disebutkan agak asing bagi prasasti-prasasti
di Jawa, dan nama Desa Batwan, Brasahan, Taltal, Unggah, Cri Kasulihan, Pafjara, Buiijal, Wrnnang, Katuhaburwan,
dan Air Gangga adalah nama-nama tempat di pulau Bali (Wibowo 1976: 72-3). Akan tetapi menurut Sumadio (1984:
138), alasan yang dikemukan Wibowo kurang meyakinkan karena nama Batwan sebagai nama tempat terdapat di
sebuah prasasti dari Jawa Timur, sedangkan kata Burwan yang dianggap sebagai nama tempat sebenarnya
merupakan bagian dari kata katuhaburwan yaitu tempat para tuhaburu, hanya Air Gangga yang hingga kini belum
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dijumpai di dalam prasasti-prasasti Jawa. Demikian pula dengan jabatan kulapati dijumpai di dalam prasasti-prasasti
Jawa Timur.

8) Meskipun tidak diketahui dengan pasti, akan tetapi dari arti katanya diperkirakan sama dengan yang dirumuskan
dalam naskah Kutara Mdnawa dengan orang yang lari karena kalah berkelahi tapi berhasil dikejar dan dibunuh oleh
lawannya (Boechari 1986: 185 cat. no. 9).

9 Istilah tatan pun belum diketahui dengan pasti, tapi mungkin maksudnya ialah mengejar lawan berkelahi yang kalah
dan lari, tetapi tidak sampai dibunuh (Boechari 1986: 185-6 cat. no. 10).

10) Menurut Boechari istilah angga pratiangga merupakan kesalahan dari hingga pratihingga (= bunuh membunuh),
meskipun diakuinya bahwa istilah tersebut tidak ditemukan dalam kamus bahasa Sansekerta (Sumadio 1984: 231,
Boechari 1986: 186 cat. no. 11).

11) pada prasasti, katik selalu dihubungkan dengan penghasilan tanah, oleh karena itu mungkin yang dimaksud dengan
katik adalah budak/orang yang mengurusi atau menggarap sawah.

12) Sang wahuta hyang kudur ialah salah seorang pembantu sang pamagat makudur yang memimpin upacara
penetapan sima.

13) Tampah adalah satuan ukuran luas untuk menghitung luas tanah atau sawah. Satuan yang lebih besar dari tampah
adalah lamwit, sedangkan yang lebih kecil dari tampah adalah suku.

14) pada umumnya gawai merupakan singkatan dari gawai haji, dan sinonimnya adalah buat haji, yaitu kerja bakti rakyat
untuk raja. Dalam prasasti gawai sering dinyatakan dengan sejumlah uang. i

15) De Casparis (1956: 228, cat. no. 67) menafsirkan pratyaya sebagai orang yang mengurusi harta benda peninggalan
vang telah meninggal sebelum dibagikan kepada ahli warisnya. Sedangkan menurut Boechari (1981: 72) pratyaya
ialah pejabat yang mengurusi pajak atau pendapatan kerajaan. Perbedaan pendapat ini disebabkan adanya dua pe-
nafsiran dari kata pratyaya. De Casparis mengartikan pratyaya sebagai "orang kepercayaan”, sedangkan Boechari
mengatakan bahwa pratyaya, seharusnya berbunyi pratydya berasal dari kata prati dan dya, dan éya berarti "pajak”
atau "pendapatan”.

16) Dj sini terdapat istilah mas dan mas pagéh. Belum diketahui apa perbedaan di antara kedua istilah tersebut.
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